
 
 

1 RKT BKD Provinsi Jambi Tahun 2019  

BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa 

perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam 

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk 

menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. 

Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah 

merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Organisasi 

Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja 

Tahunan Organisasi Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan 

tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) 

dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, 

kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 

stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan 

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan 

kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi 

untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi merupakan 

bagian dari Organisasi Pemerintahan Daerah yang mempunyai peran 

sebagai pembina dan pengembang Sumber Daya Aparatur 

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi sesuai dengan 

yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Jambi Tahun 2019, maka 
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disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen 

yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa 

output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu 

organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi 

antar pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam 

Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, 

dan disiplin pegawai dilingkungan BKD Provinsi Jambi dalam 

melaksanakan kegiatannya. 

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2019 memuat pelaksanaan program dan 

kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. RKT ini juga dapat 

dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jambi di masa yang akan datang. 

 

B. Gambaran Umum 

B.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Jambi 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan 

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang 

kepegawaian daerah.  

Adapun Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi adalah 

sebagai berikut: 
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a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan 

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan 

c. Bidang Pengadaan Kepangkatan Pensiun dan Mutasi, terdiri 

dari: 

1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; 

2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun; dan 

3. Sub Bidang Mutasi 

d. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir, terdiri dari; 

1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi; 

2. Sub Bidang Pengembangan Karir Struktural; dan 

3. Sub Bidang Pengembangan Karir Fungsional 

e. Bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Korps Profesi, terdiri 

dari; 

1. Sub Bidang Pengelolaan Kinerja; 

2. Sub Bidang Disiplin; dan 

3. Sub Bidang Pembinaan Korps Profesi Pegawai ASN 

f. Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan, terdiri dari; 

1. Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengelolaan Data; 

2. Sub Bidang Dokumentasi; dan 

3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan 

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang 

dipimpin oleh Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.  

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 58 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi 

adalah sebagai berikut: 
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Struktur Organisasi 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi 
 

Lampiran  : Peraturan Gubernur Provinsi Jambi 
Nomor  : 58 Tahun 2016 

Tanggal  : 29 Desember 2016 
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B.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Jambi 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 58 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi 

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

1. Tugas : 

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

2. Fungsi : 

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKD Provinsi Jambi 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang kepegawaian; 

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dalam penyusunan dan 

penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, 

pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian 

kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, 

pemberhentian, dan perlindungan pegawai ASN sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian bagi 

pegawai ASN sesuai peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku; 

d. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan 

penetapan kebutuhan pegawai ASN; 

e. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan 

pengadaan pegawai ASN; 

f. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengangkatan dan 

pengambilan sumpah atau janji calon PNS; 

g. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengisian, pelantikan, 

pengambilan sumpah atau janji, serta pemberhentian PNS dari 

jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan 

pengawas; 
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h. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengisian, 

pengangkatan, dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional; 

i. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan 

penetapan evaluasi jabatan lingkup pemerintah Provinsi Jambi; 

j. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi perumusan standar 

kompetensi jabatan, penyelenggaraan pemetaan potensi, dan 

penilaian kompetensi PNS dalam rangka manajemen 

pengembangan karir; 

k. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan 

mutasi pegawai ASN; 

l. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan 

pengelolaan kinerja pegawai ASN; 

m. Penyelenggaraan, verifikasi dan fasilitasi pemberian tunjangan 

kinerja/tunjangan penghasilan PNS; 

n. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan 

penetapan evaluasi jabatan lingkup pemerintah provinsi; 

o. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pemberian 

penghargaan kepada pegawai ASN yang berprestasi dan 

penghargaan manajemen kepegawaian kepada satuan kerja 

perangkat daerah (Gubernur Awards); 

p. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penegakan peraturan 

disiplin pegawai ASN; 

q. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan jiwa koprs 

profesi pegawai ASN; 

r. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pensiun PNS dan 

pemberhentian pegawai ASN; 

s. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian; 

t. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penelitian, 

pengembangan, dan kerjasama dengan pihak lain di bidang 

manajemen kepegawaian; 
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u. Penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen 

kepegawaian; 

v. Penyelenggaraan pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Badan dan Laporan lainnya sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

w. Pengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian; 

x. Penetapan penyusunan laporan tahunan badan; 

y. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen 

kepegawaian; 

z. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan 

administrasi kepegawaian kepada seluruh unit kerja di 

lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

aa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang manajemen kepegawaian; dan 

bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

B.3. Keadaan Pegawai 

Sumber Daya Manusia yang disingkat SDM merupakan faktor 

sentral dan strategis dalam suatu organisasi. SDM dalam sebuah 

organisasi adalah penggerak organisasi tersebut. Demikian pula 

dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi perlu didukung oleh Sumber Daya 

Manusia yang memadai, profesional dan handal. Berdasarkan Daftar 

Urut Kepangkatan Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Jambi didukung dengan 117 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan 

perincian sebagai berikut: 
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a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Eselon. 

Tabel 1.1. 

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2018 
 

No. Jabatan/Eselon Jumlah 
Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan 

1. 
Pimpinan Tinggi 
Pratama/ Eselon II 

1 0.83 1 0 

2. 
Administrator/ 
Eselon III 

5 4.13 4 1 

3. 
Pengawas/ Eselon 
IV 

15 12.40 11 4 

4. 
Fungsional 

Arsiparis 
1 0.83 0 1 

5. 
Fungsional 

Pranata Komputer 
7 5.79 6 1 

6. 
Fungsional Analis 

Kepegawaian 
1 0.83 0 1 

7. Fungsional Umum 91 75.21 46 45 

Jumlah : 121 100 68 53 
Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 

 

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji. 

Tabel 1.2. 
Keadaan PNS BKD Provinsi Jambi Menurut Golongan Ruang Gaji 

Tahun 2018 
 

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diketahui bahwa Pegawai Negeri 

Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi didominasi oleh 

golongan III, yang berjumlah 97 orang atau 80,17% terdiri dari 50 orang 

Laki-Laki dan 47 Orang Perempuan, sedang golongan ruang gaji terkecil 

adalah golongan II yang berjumlah 10 orang atau 8,26% terdiri dari 7 

orang Laki-Laki dan 3 orang Perempuan.  

 

 

No. 
Golongan 

Ruang Gaji 
Jumlah 

Persentase 
(%) 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan 

1. Golongan IV 14 11.57 11 3 

2. Golongan III 97 80.17 50 47 

3. Golongan II 10 8.26 7 3 

4. Golongan I 0 0.00 0 0 

Jumlah : 121 100 68 53 
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c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan 

Formal. 

Tabel 1.3. 

Tingkat Pendidikan Formal PNS BKD Provinsi Jambi 
Tahun 2018 

 

No. Tingkat Pedidikan Jumlah 
Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan 

1. Sarjana Strata III (S.3) 0 0.00 0 0 

2. Sarjana Strata II (S.2) 19 15.70 14 5 

3. Sarjana Strata I (S.1) 69 57.02 38 31 

4. Diploma IV (D.IV) 3 2.48 3 0 

5. Diploma III (D.III) 11 9.09 5 6 

6. Diploma II (D.II) 1 0.83 0 1 

7. Diploma I (D.I) 0 0.00 0 0 

8. SLTA 18 14.88 8 10 

9. SLTP 0 1.08 0 0 

10. SD 0 0.00 0 0 

Jumlah : 121 100 68 53 
Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 

 

Dari data pada tabel 1.3. diketahui bahwa pendidikan Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, 

didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 

69 orang atau 57,02% terdiri dari 38 orang Laki-Laki dan 31 Orang 

Perempuan. Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi cukup baik, dimana dari 121 

Orang Pegawai Negeri Sipil terdapat 19 orang atau 15,70% (14 Orang 

Laki-Laki dan 5 Orang Perempuan) yang berpendidikan Sarjana Strata II 

(S.2).  
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d. Kedaaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin. 

Tabel 1.4. 

Keadaan PNS BKD Provinsi Jambi Menurut Jenis Kelamin 
 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. Laki-Laki 69 58.97 

2. Perempuan 48 41.03 

Jumlah : 117 100 
Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 

 

Data pada Tabel 1.4. menggambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi didominasi jenis kelamin 

Laki-Laki yang mencapai 69 Orang atau 58,97% dari total keselurahan 

PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. 

 

C. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, payung hukum 

yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan    

Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
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Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi 

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8). 

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021; 
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20. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Jambi tahun 2016-

2021. 

 

D. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jambi tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai 

gambaran umum rencana kerja yang menjadi target pencapaian 

tahun 2019 sehingga dapat menjadi instansi yang akuntabel dan 

tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan 

professional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. 

Tujuan dari Kinerja Tahunan Badan Daerah Provinsi Jambi 

tahun 2019 adalah dapat mewujudkan akuntabilitas Badan 

Kepegawaian Daerah dan sebagai perwujudan salah satu kewajiban 

dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sehingga 

menghasilkan manfaat antara lain : 

a. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah 

provinsi Jambi. 

b. Sebagai umpan balik Peningkatan Kinerja Instansi pemerintah 

Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jambi. 

c. Meningkatkan perencanaan disemua bidang Badan kepegawaian 

Daerah Provinsi Jambi dimasa yang akan datang. 

d. Meningkatkan Kredibilitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Jambi dimata instansi pemerintah lainnya 

e. Menjadikan aparatur yang professional, akuntabel dan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Jambi. 
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BAB II 

 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR  

 

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Jambi yang 

diturunkan melalui tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi jambi Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2019 

 

No. 

 

TUJUAN 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR SASARAN 

 

TARGET 

1. Terwujudnya 
peningkatan 
kualitas Sumber 
Daya Aparatur. 
 

1. Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 
Sipil Negara. 
 

1. Persentase ASN yang 
memiliki 
kompetensi sesuai 
jabatannya. 
 

5% 

2. Peningkatan Kualitas 
Penataan Aparatur Sipil 
Negara 
 

2. Persentase penetapan 
ASN dalam jabatan. 

10% 

3. Meningkatnya Disiplin 
Pegawai Aparatur Sipil 
Negara. 
 

3. Persentase 
peningkatan penanganan 
pelanggaran disiplin. 
 

60% 

4. Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian. 
 

4. Indeks kepuasan 
pelayanan administrasi 
kepegawaian. 

B 
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BAB III 

 RENCANA KINERJA TAHUNAN  

 

Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, maka pada tahun 2019 Rencana 

Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan dapat tergambar sebegai 

berikut: 

A. Program dan Kegiatan 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, 

pelayanan yang diberikan oleh BKD Provinsi Jambi adalah pelayanan 

berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada 

tahun anggaran 2019 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi 

melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 48 (empat puluh delapan) 

kegiatan terdiri dari: 

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan 

9. Penyediaan Makanan dan Minuman 

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam 

Daerah 

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
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4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 

III. Program Pembinaan Bakat dan Peningkatan Prestasi 

Anggota KORPRI di Bidang Olah Raga 

1. Pekan Olah Raga KORPRI Tingkat Nasional 

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1. Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se-Provinsi Jambi 

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

1. Penyusunanan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, 

Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, RKT, LAKIP, LKPJ dan 

LPPD BKD, serta Penyusunan dan Revisi RENSTRA SKPD 

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah 

VI. Program Pembinan Bakat dan Peningkatan Prestasi 

Anggota KORPRI di Bidang Keagamaan Mental dan Rohani 

1. Pembelajaran Seni Baca Al Qur'an 

VII. Program Penataan, Perencanaan dan Rekruitmen SDM 

Aparatur berbasis Kompetensi 

1. Penyusunan Rencana Aksi Penataan dan Distribusi PNS 

2. Penyusunan Perencanaan Formasi PNS/PPPK Lima 

Tahunan dan Tahunan 

3. Seleksi CPNS/PPPK Berbasis Sistem CAT (Computer Assited 

Test) 

4. Seleksi Calon Praja IPDN Secara Terbuka 

5. Penataan Pegawai Non PNS/PPPK/Tenaga Kontrak 

VIII. Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Secara Terbuka 

1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

2. Seleksi Pejabat Administrasi 
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IX. Program Profesionalisasi PNS 

1. Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pemberian Beasiswa 

Tugas Belajar dan Cost Sharing 

2. Peningkatan Kemampuan ASN Melalui Pengembangan 

Kompetensi, Diklat, Bimtek, Seminar, Kursus, Sosialisasi 

dan Workshop 

3. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat 

Penyesuaian Ijazah 

4. Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu 

5. Pemantauan Disiplin PNS dan Non PNS/PPPK 

6. Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 

7. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 

X. Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian 

Penghargaan PNS 

1. Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 

2. Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan PNS 

XI. Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian 

1. Pelayanan Administrasi Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil 

Negara 

2. Pelayanan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat PNS dan 

Pensiun PNS 

3. Pelayanan Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala 

4. Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitasi Penerbitan Kartu 

Pegawai (Karpeg), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu 

Isteri (Karis) / Kartu Suami (Karsu) 

5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang 

Kepegawaian 

XII. Program Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring 

dan Evaluasi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Forum 

kepala BKD se-Provinsi/FGD di Bidang Kepegawaian 

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 
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XIII. Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian 

1. Penyusunan Buku Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi 

Jambi dan SKPD Provinsi Jambi serta Daftar Urutan 

Kepangkatan PNS 

2. Pengelolaan, Pemeliharaan Data dan Informasi 

Kepegawaian 

3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas 

Kepegawaian Elektronik dan Arsip Fisik 

4. Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

 

B. Alokasi Anggaran 

Anggaran merupakan rencana keuangan secara priode yang telah 

disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. 

Secara garis besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) Belanja 

Tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja tidak langsung (BTL) 

adalah belanja yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan (Gaji 

Pegawai) dan sedangkan Belanja langsung (BL) belanja yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan yang sifatnya untuk 

mencapai tujuan organisasi SKPD oleh sebab itu Alokasi Keuangan 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dapat tergambar dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 3.1. Alokasi Keuangan BKD Provinsi Jambi Tahun 2019 

No. Uraian Pagu Persentase (%) 

1. Belanja Tidak 

Langsung 

Rp. 13.026.358.961,- 68.17 % 

2. Belanja Langsung Rp.   6.081.000.000,- 31.83 % 

 TOTAL Rp. 19.107.358.961,- 100 % 
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BAB IV 

 PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, dapat diuraikan pokok-pokok kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sebagai satu-satunya 

lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam 

mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan 

manajemen Aparatur Sipil Negara dimana program dan kegiatan 

disusun untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral 

etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Jambi 2019 disusun sesuai dengan Visi dan Misi Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. 

 

B. Saran 

Saran merupakan suatu masukkan atau anjuran yang 

bersifat baik dan membangun oleh sebab itu Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jambi menyarankan sebagai berikut : 

1. Diperlukan Komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi masing – masing sehingga dapat menjalankan 

system pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis 

kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan aparatur 

dan masyarakat. 

2. Diperlukan koordinasi yang lebih dari berbagai bidang yang ada 

pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi maupun 

dengan instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program 

dan kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal. 
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3. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan 

penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan 

potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan 

konstribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam 

rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di 

lingkungan BKD Provinsi Jambi. Dimana keberhasilan suatu 

organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah 

dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiensi yang 

dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


